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PUTUSAN
Nomor 2895/Pdt.G/2024/PA.Jr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3509051404730002, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), tempat
kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3509206010690001, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di
Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di
wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juni 2024
mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jember, Nomor 2895/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 06 Juni
2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Februari
2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0129/0008/11/2017 tanggal
06 Februari 2017 dengan status Pemohon Duda Cerai sedang Termohon
Janda Cerai;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup

bersama sebagai suami istri selama 3 bulan telah berhubungan layaknya
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suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di
rumah bersama di Perum Taman Gading Blok Cendrawasih RT.003 RW.
040 No. 14 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember dan tidak mempunyai anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2017 yang lalu, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan
tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun
Pemohon telah memberikan semua yang di minta oleh Termohon, bahkan
cicilan rumah Pemohon yang membayar dan setiap bulannya sisa gaji
Pemohon Rp.1.000.000-, di berikan kepada Pemohon namun Termohon
selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, ketika di nasehati oleh
Pemohon, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki wanita
simpanan dan berkata kasar tidak selayaknya seorang istri dari Pemohon,
selain itu termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon setiap kali
bertengkar, akan tetapi Pemohon tidak menghiraukan permintaan bercerai
dari Termohon. bahkan ketika Pemohon di beri tugas ke Papua pada
tahun 2019, Termohon sama sekali tidak memberikan perhatian kepada
Pemohon dan hanya menanyakan hak (uang) nafkah setiap bulan,
padahal Pemohon mau untuk bertugas di Papua dengan tujuan ingin
membahagiakan Termohon agar mendapatkan uang lebih, akan tetapi hal
tersebut sama sekali tidak membuat hubungan antara Pemohon dan
termohon baik-baik saja, sehing setelah Pemohon pulang tugas pada
tahun 2021 Termohon sudah tidak berada di rumah bersama.;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Termohon hingga
sekarang selama 3 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah mengirim
kabar dan kini tidak diketahui alamatnya;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon

mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
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6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon tersebut
akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon

mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa

perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada

Termohon ;

3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Subsidair :
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 2895/Pdt.G/2024/PA.Jr melalui mass media/RRI tanggal 24 Juni 2024
dan tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia dan sesuai surat
Keputusan Kasad Nomor Skep/491/X11/2006 tanggal 21 Desember 2006
tentang Bujuk Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) dan Surat Edaran Kasad
Nomor SE/2/1X/2011 tanggal 13 September 2011 tentang penyempurnaan dan
Persyaratan administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) dilingkungan
TNI, Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian
Nomor SIC/06/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan
Korem 163/Wira Satya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar

rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK
3509051404730002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Agustus 2017 dengan
materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/0008/11/2017 tanggal 06 Februari
2017 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon NIK 3509190702170020
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jember tanggal 10 Februari 2017 dengan materai cukup dan
sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 106 Juni
2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/06/111/2024 yang dikeluarkan oleh
Komandan Korem 163/Wira Satya tanggal 28 Maret 2024 dengan materai
cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang
saksi, masing-masing bernama SAKSI | dan SAKSI Il dan saksi-saksi di bawah

sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
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1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

[1 Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Saksi adalah adek sepupu Pemohon;

[0 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
sah, yang telah menikah pada tahun 2017, dan belum dikaruniai anak;

[l Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon harmonis, namun sejak Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi,
keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena
Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang
diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan semua yang
di minta oleh Termohon, Termohon selalu meminta lebih dari
kemampuan Pemohon;

[0 Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara
keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

[0 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

[l Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Saksi adalah tetangga Pemohon;

[0 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
sah, yang telah menikah pada tahun 2017, dan belum dikaruniai anak;

[0 Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon harmonis, namun sejak Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi,
keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena
Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang

diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan semua yang

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di minta oleh Termohon, Termohon selalu meminta lebih dari
kemampuan Pemohon;

[l Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara
keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

00 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia dan
sesuai surat Keputusan Kasad Nomor Skep/491/XI1/2006 tanggal 21 Desember
2006 tentang Bujuk Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) dan Surat Edaran
Kasad Nomor SE/2/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang
penyempurnaan dan Persyaratan administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

(NTCR) dilingkungan TNI, Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan
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Pemberian lIzin Perceraian Nomor SIC/06/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang
dikeluarkan oleh Komandan Korem 163/Wira Satya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

AL 5mY Al i o o ) S 3

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang
dhalim, dan gugurlah haknya’;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak
bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon
walaupun Pemohon telah memberikan semua yang di minta oleh Termohon,
Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan
sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga
an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Surat
Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui
alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Surat Izin Cerai
an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon
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sudah memperoleh ijin perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon
adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak,
saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal
147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta
keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak ;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon tidak
bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon
walaupun Pemohon telah memberikan semua yang di minta oleh Termohon,
Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih
3 tahun;

4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi

saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
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5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus
menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan
Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak
saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

ke go A1 0B Gl lsape U5

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raji tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan
dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Jember;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Nasrudin,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Moh.
Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10
Oktober 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan
dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S. H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran Rp. 30.000,00
Biaya Proses Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan Rp. 375.000,00
Biaya PNBP Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah Rp. 100.000,00
Redaksi Rp. 10.000,00
Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 545.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera
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